Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam
perspektif hukum pidana di Indonesia: tinjauan kasus terhadap
perkembangan tindak pidana korups

Indriyanto Seno Adji, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=79718& |okasi=|okal

Perbuatan melawan hukum yang semula diartikan secara formil ("wederwettelijk™) telah mengalami
pergeseran dan yang dianggap sebagai terobosan baru dalam hukum pidana, karena sifat dari perbuatan itu
kini diartikan juga secara materiel yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam
kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga terjadi
perubahan arti menjadi "wederrechtelijk”, khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum
pidanaini (wederrechtelijk) mendapat pengaruh yang kuat sekali dari pengertian perbuatan melawan hukum
secara luas dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919.

Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 1 ayat 1
huruf (a) maupun Penjelasan Umumnya erat kaitannya antara penerapan gjaran perbuatan. melawan hukum
materil dengan arrest Cohen-Lindenbaum. Dalam hukum pidana, gjaran perbuatan melawan hukum materil
dibatasi penggunaannya melalui fungsi Negatifnya sebagai alasan peniadaan pidana, dengan maksud untuk
menghindari pelanggaran asas |legalitas sekaligus dapat menghindari penggunaan analogi dalam hukum
pidana.

Permasal ahannya adal ah bagai mana terhadap perbuatan dengan tipologi kejahatan baru yang dianggap
koruptif/tercela yang merugikan Masyarakat/ Negara dalam skala yang sangat besar, tetapi tidak terjangkau
peraturan perundang-undangan tertulis? Apakah pelaku dapat berkeliaran secara bebas dengan berlindung
dibalik assas L egalitas? Dengan disandarkan dari aspek/pendekatan sejarah pembentukan Undang-Undang,
norma kemasyarakatan, yudikatif dan legidatif maka sepatutnyalah untuk mempertimbangkan penerapan
fungsi positif dari perbuatan melawan hukum materil, dengan kriteria yang tegas dan ketat serta kasuistis,
yaitu apabila perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum
yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi Masyarakat/Negara
dibandingkan dengan keuntungan dan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik itu.
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